
BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 2- TAHUN 2015 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

M e n i m b a n g : a. bahwa Program Keluarga Berencana Daerah sebagai bagian 
integral dar i pembangunan nasional per lu d i t ingkatkan dengan 
memperluas pemanfaatan sumber daya yang tersedia; 

b. bahwa u n t u k mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, 
maju, mand i r i dan sejahtera, dipandang per lu u n t u k 
meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, 
terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam Program Keluarga 
Berencana Daerah; 

c. bahwa u n t u k maksud tersebut h u r u f a dan b, maka per lu 
membentuk Peraturan Bupa t i tentang Penyelenggaraan 
Program Keluarga Berencana Daerah; 

Meng ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten da lam L ingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publ ik (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5080); 

4. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5234); 



5. Dinas Kesehatan adalah u n s u r pelaksana otonomi daerah d i 
b idang kesehatan yang d ip imp in oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada d i bawah dan bertanggung j awab kepada Bupa t i 
mela lu i Sekretaris Daerah. 

6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing 
yang bertempat t inggal d i Indonesia. 

7. Keluarga adalah u n i t terkeci l da lam masyarakat yang terd i r i 
dar i suami i s t r i , a tau suami , i s t r i dan anaknya, a tau ayah dan 
anaknya, a tau i b u dan anaknya. 

8. Pembangunan keluarga adalah upaya mewu judkan keluarga 
berkual i tas yang h i d u p da lam l ingkungan yang sehat. 

9. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur ke lahiran anak, 
j a rak dan us ia ideal me lah i rkan , mengatur kehami lan, mela lu i 
promosi , per l indungan, dan ban tuan sesuai dengan h a k 
reproduks i u n t u k mewu judkan keluarga yang berkual i tas . 

10. Pengaturan kehami lan adalah upaya u n t u k membantu 
pasangan suami i s t r i u n t u k me lah i rkan pada usia yang ideal, 
memi l ik i j u m l a h anak, dan mengatur j a r ak ke lahiran anak 
yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat 
kontrasepsi . 

11 . Keluarga berkual i tas adalah keluarga yang d iben tuk 
berdasarkan perkawinan yang sah dan berc ir ikan sejahtera, 
sehat, maju , mand i r i , memi l i k i j u m l a h anak yang ideal, 
berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan 
bertakwa kepada T u h a n Yang Maha Esa. 

12. Pendewasaan Usia Perkawinan, yang selanjutnya dis ingkat 
PUP adalah upaya pembudayaan sikap dan per i l aku 
masyarakat u n t u k melaksanakan perkawinan da lam us ia 
ideal perkawinan. 

13. Usia Ideal Perkawinan adalah us ia perkawinan yang sesuai 
dengan kr i t e r ia yang d i te tapkan oleh peraturan perundang-
undangan. 

14. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga adalah kondis i 
keluarga yang memi l i k i keuletan dan ketangguhan serta 
mengandung kemampuan f is ik-mater i i l guna h i dup m a n d i r i 
mengembangkan d i r i dan keluarganya u n t u k h i d u p harmonis 
da lam men ingkatkan kesejahteraan kebahagiaan lah i r dan 
bat in . 

15. Pelayanan kepesertaan keluarga berencana adalah 
pelayanan yang memungk inkan peserta keluarga berencana 
u n t u k secara sadar dan bebas memi l ih cara pengendalian 
ke lah i ran yang d i ing inkan , aman, ter jangkau, serta 
memuaskan k e b u t u h a n pr ia dan wani ta , dengan informasi 
yang rasional , t e rbuka, yang d i i k u t i dengan pelayanan oleh 
tenaga yang professional dengan ja r ingan pelayanan dan 
sistem r u j u k a n yang dapat d iandalkan. 



16. Advokasi adalah s u a t u ben tuk rangkaian komun ikas i strategis 
yang d irancang secara sistematis dan d i laksanakan da lam 
k u r u n w a k t u te r tentu baik oleh ind i v idu a t a u p u n kelompok 
dengan maksud agar pembuat keputusan membuat , 
mengubah/ memperbaik i sua tu kebi jakan pub l i k sehingga 
menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan 
masyarakat mar j ina l . 

17. Komunikas i , Informasi , dan Edukas i yang selanjutnya 
d is ingkat KIE, adalah kegiatan komun ikas i u n t u k 
men ingka tkan pengetahuan, s ikap, dan per i l aku keluarga, 
masyarakat dan penduduk da lam Program Keluarga 
Berencana Nasional. 

18. Data Keluarga Berencana adalah da ta tentang c i r i - c i r i 
keluarga yang bersangkutan (Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera) d i s u a t u wi layah sesuai dengan kond i s i 
lapangan yang datanya d i k u m p u l k a n me la lu i pendataan 
keluarga yang d i l akukan setiap t a h u n sekali. 

19. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang be lum dapat 
memenuh i k e b u t u h a n dasar secara m in ima l , seperti 
pengajaran, agama, sandang, pangan, papan, kesehatan. 

20. Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang te lah dapat 
memenuh i k ebu tuhan dasar m in ima l , tetapi be lum dapat 
memenuh i k e b u t u h a n sosial dan psikologisnya, seperti 
pendid ikan, keluarga berencana, in teraks i da lam keluarga, 
interaks i l ingkungan. 

2 1 . B ina Keluarga Ba l i ta yang selanjutnya dis ingkat BKB adalah 
kelompok kegiatan u n t u k men ingkatkan pengetahuan dan 
keterampi lan kepada orang t u a dan anggota keluarga la innya 
tentang cara pengasuhan t u m b u h kembang anak bal i ta . 

22. B ina Keluarga Remaja yang selanjutnya d is ingkat BKR adalah 
kelompok kegiatan u n t u k men ingkatkan pengetahuan dan 
keterampi lan keluarga yang memi l i k i anak remaja tentang 
pembinaan t u m b u h kembang anak remaja. 

23. B ina Keluarga Lansia yang selanjutnya d is ingkat BKL adalah 
kelompok kegiatan u n t u k men ingka tkan pengetahuan dan 
keterampi lan keluarga yang memi l i k i anggota keluarga lans ia 
da lam peningkatan kua l i tas h i dup lansia. 

24. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang 
se lanjutnya d is ingkat UPPKS adalah wadah bagi keluarga 
peserta KB khususnya Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga 
Sejahtera I yang saling ber interaksi da lam me lakukan 
berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. 



5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 
T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T a h u n 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4593); 

7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar 
Pelayanan M in ima l Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga 
Sejahtera d i Kabupaten/ Kota; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 
T a h u n 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Tehnis 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2009 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM 
KELUARGA BERENCANA DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimp in 
pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Bupa t i adalah B u p a t i Karanganyar. 
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Per l indungan Anak dan 

Keluarga Berencana, yang selanjutnya d is ingkat BP3AKB, 
adalah perangkat daerah yang mempunya i tugas pokok, 
fungsi dan u r u s a n d ib idang penyelenggaraan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana d i Daerah. 



Pasal 2 

Pengaturan i n i d imaksudkan u n t u k member ikan acuan bagi 
Pemerintah Daerah da lam menyelenggarakan Program Keluarga 
Berencana d i Daerah, dengan t u j u a n : 
a. mengendal ikan kuant i t as penduduk ; 
b. men ingkatkan kua l i tas keluarga; 
c. men ingkatkan kua l i tas data dan informasi Program Keluarga 

Berencana Daerah; dan 
d. men ingkatkan efektifitas advokasi dan sosialisasi Program 

Keluarga Berencana Daerah. 

BAB I I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Program Keluarga Berencana Daerah diselenggarakan u n t u k 
mewu judkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 
antara j u m l a h penduduk dengan l ingkungan h idup , baik yang 
berupa daya d u k u n g a lam m a u p u n daya t a m p u n g l ingkungan 
serta kond is i perkembangan sosial ekonomi dan budaya. 

(2) Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), t e rd i r i atas: 
a. pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana; 
b. PUP; 
c. ke tahanan dan pemberdayaan keluarga; 
d. advokasi dan KIE; 
e. pengelolaan data dan informasi Keluarga Berencana; 
f. sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana; 
g. kemi t raan Keluarga Berencana. 

Pasal 4 

Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana d imaksud pada 
Pasal 3 ayat (1), d i integrasikan dan d i implementas ikan kedalam 
sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 
daerah dan sektoral. 

BAB I I I 
PELAYANAN KEPESERTAAN KELUARGA BERENCANA 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan 
Keluarga Berencana dan kesehatan reproduks i yang 
d ikoord inas ikan oleh BP3AKB. 



(2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelayanan 
kepesertaan Keluarga Berencana secara gratis kepada 
Keluarga Pra Sejahtera, dan Keluarga Sejahtera Tahap 1. 

Pasal 6 

(1) Pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan 
reproduks i d i laksanakan berdasarkan pr ins ip b e rmutu , 
ter jangkau, merata dan t idak d iskr iminat i f . 

(2) Pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana dan kesehatan 
reproduks i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), t e rd i r i atas : 
a. pelayanan penundaan anak pertama; 
b. pelayanan kelangsungan h idup i b u , bayi , dan anak; 
c. pelayanan pengaturan kehami lan ; 
d. pelayanan pap smear dan tes kehami lan ; 
e. pelayanan pemakaian alat kontrasepsi ; 
f. peningkatan peran serta pr ia ; dan 
g. pengayoman kompl ikas i dan kegagalan. 

(3) Pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2), d i laksanakan oleh BP3AKB dan 
Dinas Kesehatan. 

BAB IV 
PUP 

Pasal 7 

(1) PUP diselenggarakan da lam rangka pembudayaan sikap 
dan per i laku masyarakat u n t u k melaksanakan perkawinan 
da lam us ia ideal perkawinan. 

(2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kegiatan 
PUP sebagaimana d imaksud pada ayat (1), mela lu i : 
a. pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja; 
b. pelayanan hak -hak reproduks i ; 
c. pelayanan keterampi lan h i dup ; dan 
d. pelayanan penyiapan keh idupan berkeluarga bagi remaja. 

(3) Pelaksanaan kegiatan PUP sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2), d i laksanakan oleh BP3AKB bekerjasama Instansi 
terkait . 

BAB V 
KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan 
pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga d i 
Daerah, mela lu i : 
a. penetapan kebi jakan dan pengembangan ketahanan dan 

pemberdayaan keluarga; 



b. penyelenggaraan d u k u n g a n pelayanan ketahanan dan 
pemberdayaan keluarga; dan 

c. penyerasian penetapan kr i t e r ia pengembangan 
ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 

(2) Pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i laksanakan mela lu i 
program : 
a. BKB; 
b. BKR; 
c. BKL; dan 
d. UPPKS. 

(3) Pelaksanaan program pengembangan ketahanan dan 
pemberdayaan keluarga sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 
d i laksanakan oleh BP3AKB . 

BAB VI 
ADVOKASI DAN KIE 

Pasal 9 

(1) U n t u k ke lancaran penyelenggaraan Program Keluarga 
Berencana Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan dan 
mengembangkan kegiatan Advokasi dan KIE kepada se luruh 
komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta 
keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi profesi, dan swasta. 

(2) Pemerintah Daerah me lakukan pengembangan advokasi dan 
KIE dengan menetapkan perk i raan sasaran dan penyerasian 
kr i ter ia advokasi dan KIE d i Daerah. 

(3) Penetapan perk i raan sasaran advokasi dan KIE sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2), d i l akukan dengan menetapkan : 
a. sasaran pasangan us ia subur keluarga dan masyarakat; 
b. sasaran kelembagaan ins t i tus i masyarakat pedesaan, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi 
pemuda, dan wani ta ; dan 

c. sasaran pemangku dan pelaksana kebi jakan. 

Pasal 10 

Advokasi pada Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 9 ayat (1), d i l akukan mela lu i : 
a. penc i t raan me la lu i je jar ing dan m i t r a kerja; 
b. revital isasi; 
c. pemantapan program; 
d. penguatan je jar ing advokasi; dan 
e. membangun dan memantapkan d u k u n g a n Program Keluarga 

Berencana Daerah bagi pemangku kebi jakan 



Pasal 11 

KIE pada Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 9 ayat (1), d i l akukan mela lu i : 
a. Pemantapan program, p roduk dan layanan KIE; 
b. berbagai media; dan 
c. kampanye bersama. 

BAB VI I 
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERENCANA 

Pasal 12 

(1) U n t u k mewu judkan keberhasi lan Penyelenggaraan 
Program Keluarga Berencana Daerah, Pemerintah Daerah 
me lakukan pengumpulan Data Keluarga Berencana, data 
tahapan keluarga sejahtera, dan data catatan ind i v idu . 

(2) Pengumpulan data sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
d i laksanakan u n t u k memperoleh data berkual i tas . 

(3) Data berkual i tas sebagaimana d imaksud pada ayat (2), adalah 
data yang relevan, akurat , t e rk in i dan lengkap. 

Pasal 13 

Pengumpulan data sebagaimana d imaksud da lam Pasal 12 
ayat (1), d i l akukan secara berke lanjutan mela lui kegiatan : 
a. p emutakh i ran data; 
b. val idasi data setiap saat, apabi la ada perubahan; 
c. survai a tau sampl ing pada kondis i t e r tentu , saat 

d iper lukan; 
d . sistem pencatatan pelaporan r u t i n . 

Pasal 14 

(1) Pemerintah Daerah me lakukan pengolahan, 
penganalisaan, dan pengevaluasian pada data yang 

d i k u m p u l k a n sebagaimana d imaksud da lam Pasal 13. 
(2) Pemerintah Daerah menyaj ikan, mendokumentas ikan, 

menyebar luaskan, serta mengendal ikan data dan informasi 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1). 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan, mengembangkan sekaligus 
memel ihara i n f r a s t ruk tu r teknologi da lam pengelolaan data 
dan informasi . 

(2) I n f r a s t ruk tu r teknologi informasi sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), d ipergunakan u n t u k : 
a. pengelolaan website BP3AKB; 
b. membangun dan mengembangkan apl ikas i ; 



c. pengelolaan bank data; 
d . penyebarluasan informasi ; 
e. dokumentas i ; 
f. sumber pustaka; dan 
g. media. 

BAB VI I I 
SARANA DAN PRASARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan 
prasarana Program Keluarga Berencana d i Daerah. 

(2) U n t u k menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program 
Keluarga Berencana Daerah sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang: 
a. mengatur pengadaan dan penyebaran sarana dan 

prasarana pelayanan kontrasepsi j angka panjang yang 
lebih ter jangkau, aman, berkual i tas, dan merata. 

b. melaksanakan d i s t r ibus i dan pengadaan sarana dan 
prasarana berupa alat, obat, alat kontrasepsi dan 
pelayanannya dengan pr ior i tas keluarga m i s k i n dan 
kelompok rentan. 

(3) Penyediaan sarana dan prasarana Program Keluarga 
Berencana Daerah, antara la in : 
a. alat KB dan alat kontrasepsi oleh BP3AKB; dan 
b. obat dan bahan habis paka i oleh Dinas Kesehatan. 

BAB IX 

KEMITRAAN KELUARGA BERENCANA 

Pasal 17 

U n t u k t e rwujudnya penyelenggaraan keluarga berencana, 
Pemerintah Daerah membangun kemi t raan da lam bentuk: 
a. pengelolaan program mela lu i pembentukan, pengembangan, 

penguatan dan pemanfaatan Kelompok Kerja Program Keluarga 
Berencana t ingkat kabupaten, kecamatan, desa dan r u k u n 
warga; 

b. pengintegrasian program, mela lu i penyatuan beberapa program 
pembangunan keluarga da lam satu kegiatan; dan 

c. pemberdayaan dan penggerakan stakeholders bersama m i t r a 
kerja da lam menyelenggarakan pembangunan Keluarga 
Berencana d i Daerah. 



BAB X 
PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kelembagaan Pengelola Program Keluarga Berencana 

Pasal 18 

U n t u k menunjang keberhasi lan Penyelenggaraan Program 
Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah me lakukan 
pemberdayaan terhadap pengelola, mu la i dar i t ingkat kabupaten, 
kecamatan, desa, r u k u n warga, sampai t ingkat r u k u n tetangga. 

Pasal 19 

(1) Pengelola sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18, t e rd i r i 
atas u n s u r Pemerintah Daerah dan ins t i tus i masyarakat. 

(2) Ins t i tus i masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
antara la in : 
a. T im Pengembangan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana t ingkat Kabupaten; 
b. T im Pengembangan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana t ingkat Kecamatan; 
c. T im Pengembangan Kependudukan dan Berencana Desa; 
d. Keluarga Berencana R u k u n Warga, R u k u n Tetangga 
e. Kelompok Paguyuban Keluarga Sejahtera; 
f. Paguyuban Keluarga Berencana Pria (Pria Utomo); 
g. Pengelola ke lompok BKB, BKR dan BKL; 
h . Kelompok Pusat Informasi dan Konsultas i Remaja dan 

Mahasiswa (PIK R/M); 
i . Pembantu dan Sub Pembantu Pembina KB Desa. 

(3) I ns t i tus i masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 
berperan mem b a n t u Pemerintah Daerah da lam mengelola 
Program Keluarga Berencana Daerah. 

Bagian Kedua 
Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana Daerah 

Pasal 20 

Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana Daerah 
d i laksanakan mela lui : 
a. Pendidikan dan pelat ihan; 
b. Orientasi ; 
d. Seminar; 
e. Desiminasi ; 
f. D iskus i ; dan 
g. Pembinaan. 



BAB X I 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 2 1 

(1) Setiap p enduduk mempunya i kesempatan u n t u k berperan 
serta da lam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana 
Daerah. 

(2) Peran serta sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l a k u k a n 
oleh ind i v idu , masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi 
pemuda, lembaga pendid ikan, swasta, dan stakeholder 

la innya. 

BAB X I I 

PENCATATAN DAN PELAPORAN 

Pasal 22 

(1) Sistem pencatatan dan pelaporan, me l iput i : 
a. Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan (DALLAP); 
b. Pencatatan Pelaporan K l in ik Keluarga Berencana; 
c. Pencatatan Pelaporan BKB, BKR dan BKL; 
d. Pencatatan UPPKS; dan 
e. Pencatatan Pelaporan Ins t i tus i masyarakat. 

(2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1), d i l a k u k a n oleh : 
a. pelaksana program; dan 
b. pelaksana kegiatan Keluarga Berencana Daerah. 

BAB X I I I 
PEMBINAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH 

Pasal 23 

Pemerintah Daerah me lakukan pembinaan Program Keluarga 
Berencana Daerah me la lu i kegiatan: 

a. moni tor ing , evaluasi, asistensi, dan supervisi Program 
Keluarga Berencana Daerah; 

b. p enyu luhan pelaksanaan Program Keluarga Berencana 
Daerah; 

c. pemberian konsul tas i dan b imbingan pelaksanaan Program 
Keluarga Berencana Daerah sesuai dengan kebi jakan 
pembangunan keluarga d i Daerah; dan 

d. pemberian bantuan penyelesaian masalah/ hambatan yang 
d ihadapi penyelenggara keluarga berencana da lam 
mereal isasikan kegiatan Program Keluarga Berencana Daerah; 



e. Fasi l i tasi terhadap Program Keluarga Berencana Daerah, 
mencakup : 
a. mekanisme operasional; 
b. sumber daya manusia ; 
c. prasarana dan in f ras t ruk tur ; dan 
d. ter t ib administras i . 

BAB XIV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 24 

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Keluarga Berencana 
Daerah d ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Alokasi anggaran disediakan sesuai dengan kebu tuhan da lam 
penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah dan 
sesuai k emampuan keuangan Daerah. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Peraturan i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah. 

D i te tapkan d i Karanganyar 
Pada tanggal a j anoar t &ott 

BUPATIjKARANG^.NYAR, 

J U JYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 
Pada tanggal a j a o o c u n £ct£ 

ERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2 
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Pada tanggal SLJQTHWI aois 

BUPATI KARANGANYAR, 

JULIYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 
Pada tanggal 2 J c r n ^ r i £<X$: 

SEKRETARISrDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

SAMSI 
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